SALINAN

Menimbang

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara
seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan
antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat
desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-
cita dari tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan
daerah, maka konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan dan sinergitas pembangunan antar daerah untuk 5
(lima) tahun ke depan perlu dilakukan secara efektif, efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan;

bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum
program satuan kerja perangkat daerah maupun program kewilayahan
yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan
bersifat indikatif, diperlukan dokumen perencanaan daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah disebutkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2014-2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16
dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembarn 5234);an Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014
Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031,;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-20109;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2 );
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014-20109.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

© 0 N o

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan daerah Kota Probolinggo untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPIJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Probolinggo untuk periode 5
(lima) tahun, terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Kota adalah Kota Probolinggo.

Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

Walikota adalah Walikota Probolinggo.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.



BAB 11
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2
RPJIJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan
pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun
terhitung mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang memuat penjabaran visi,
misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

serta memperhatikan dokumen perencanaan daerah tetangga.

Pasal 3
RPIJMD Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

a. BAB | - PENDAHULUAN;

b. BAB I : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BAB Il : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,;

d.BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;

e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;

f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
h.BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTASI

KEBUTUHAN PENDANAAN;
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH; dan

J. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

Pasal 4
Penjabaran RPIJMD Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimuat
dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 5
RPIJMD Tahun 2014-2019 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor
11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-20109.



Pasal 6
Penyusunan RPIJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan
sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota

dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2014-2019.

Pasal 7

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

Pasal 8
SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Renstra
SKPD dan Renja SKPD.

BAB 111
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9
(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIJMD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
MASA BERLAKU
Pasal 10
RPJIMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun
masa Jabatan Walikota terpilih periode 2014-2019.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) RPJIJMD dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman
penyusunan RKPD Tahun 2020 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang
RPJIJMD Tahun 2020-2024 yang memuat visi dan misi Walikota terpilih.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Juli 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI
196608170 199203 1 016




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2014-2019

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berasaskan
desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna
mempercepat Kkesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga
memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari
perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan, dengan demikian
diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif
dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional
adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.

2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

3. Prinsip-prinsip
Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meliputi:
a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing

daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.



.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas



